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Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai konsckucnsi bahwa semua 
kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Pcngadilan sebagai 
pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur pcnting dalam sebuah Negara 
yang berdasarkan hukum. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi 
tegaknya Negara Hukum. Penegakan hukurn terhadap tindak pidana narkotika 
diharapkan mampu scbagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan 
penyalahgunaan nakrotika. Pcrmasalahan yang diteliti oleh Penulis yaitu apa yang 
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap 
penyalahgunaan narkotika. bagaimana penerapan restorative j11sllce dalam tindak 
pidana narkotika untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kcpastian hukum dan 
kemanfaatan. Hakim adalah aparat penegak hukum I pejabat peradilan Negara yang 
diberi wcwcnang oleh undang-undang untuk mengadili I memutus suatu perkara. 
Dalam memutus perkara hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan 
yaitu pertimbangan yuridi s, pertimbangan non yuridis dan hal-hal yang memberatkan 
dan yang meringankan. Dalam perkara narkotika penjatuhan sanksi rehabilitasi 
terhadap penyaJahgiillaan narkotika harus memiliki pertimbangan yaitu rehabilitasi 
ditinjau dari aspck keadilan bagi penyalahguna narkoLika dan rehabilitasi ditinjau dari 
aspek lcgalitas dan tcori pcnghukuman dan sanksi-sanksi terhadap penyalahguna 
narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban penyalahguna narkotika 
tidak dapat mengurangi tindak pidana narkotika. Secara yuridis sanksi rchabilitasi 
relah diatur pada Undang-Undang RJ Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 
namun hingga saat ini sanksi rehabilitasi belum banyak diberikan oleh Hakim. 

Restorative Justice telah banyak diterapkan di Indon es ia. Restorative Justice 
telah mcmpengaruhi perubahan ti.mdamcntal dalam sistem hulmm pidana. Penerapan 
restorative justice terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat cocok 
scbagai upaya pcmcrintah dalam mcnanggulangi pcrcdaran narkotika. Pembcrian 
sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dipandang lebih baik ketimbang 
pemberian sanks i bcntpa pidana rcnjara. Hal tersebut mcrupakan pcnerapan 
n:stormil'e jus1ice dalam tindai.. pidana narkotika karena sanksi terscbut sudah 
mengulamakan kepentingan tcrdakwa }ang :;ekalig\JS mcrupakan korban tindak pidana 
tcrscbut. 
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